PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR b TAHUN 2017
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang :a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten

Aceh Singkil Nomor Tahun 2017 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belan

a Kabupaten Aceh Singkil

Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkan Peraturan Bupati

Aceh Singkil tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran
2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh

Singkil Tahun Anggaran 2017 ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999

tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Beb

tentang
as dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun

1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003

47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

Nomor

tentang
Nomor

tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
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10.

11,

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara  Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara  Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 457 S);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5156);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor
99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor S,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3533);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
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25.

26.

27

28.

29.

30.

31.

32.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5695);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

-Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Tahun 2015 Nomor 5);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun
2012 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Tahun 2016 Nomor 541);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Tahun 2014 Nomor 2094);
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33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara
Tahun 2015 Nomor 874);

34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016
tentang Pembentukan Prduk Hukum Daerah;

35.Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan
Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh
Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor
12), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh
Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun
Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan
Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh
Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor
48);

36. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang
Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Tambahan Dana
Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi
Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 71)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur
Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis
Pengelolaan Keuangan Tambahan Dana Bagi Hasil
Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;

37.Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);

38. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Aceh Singkil 2012-2017 (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2013 Nomor 1)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Qanun Aceh Singkil Nomor Tahun 2017 tentang
Perubahan Kedua atas Qanun Aceh Singkil Nomor 1
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Aceh Singkil 2012-2017
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017
Nomor );

39.Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan  Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten
Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 281);

40. Qanun Aceh Singkil Nomor Tahun 2017 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belania Kabupaten Aceh
Singkil Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor I

< P



41. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2012
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 08);

42. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten
Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Tahun 2014 Nomor 242);

43. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2015
tentang Pedoman Penetapan Alokasi Dana Kampung yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2015 Nomor 250);

44. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 12 Tahun 2015
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung di
Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2015 Nomor 257);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN

Anggaran

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN
ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1
Pendapatan dan Belanja  Kabupaten Aceh Singkil

Tahun Anggaran 2017 terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah:
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 49.595.582.180,00,-—

b. Dana Perimbangan Rp. 588.875.852.791,00,-—

¢. Lain-lain Pendapatan
yang Sah Rp. 226.328.312.516,26;

Jumlah Pendapatan Daerah Rp. 861.799.747 .932,26,- -

2. Belanja Daerah:

a. Belanja Tidak Langsung

1.

a k0w

Belanja Pegawai Rp. 261 .064.533.539,00,-
Belanja Bunga Rp. 0,00,-
Belanja Subsidi Rp.  1.850.000.000,00,-
Belanja Hibah Rp. 6.550.000.000,00,-

Belanja Bantuan Sosial Rp. 850.000.000,00,5

)






6. Belanja Bagi Hasil Rp. 0,00,-
7. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 138.909.265.031,00,-
8. Belanja Tidak Terduga Rp. 4.965.038.886,00,;,

Rp. 414.188.837.456,00,-
b.  Belanja Langsung

1. Belanja Pegawai Rp. 62.210.905.855,00,_-
2. Belanja Barang dan Jasa Rp 213.844.762.7 50,72,-
3. Belanja Modal Rp. 208.144.775.673,00,-

Rp. 484.200.444.278,72,-

Jumlah Belanja Daerah (a+b) Rp. 898.389.281.734,72,-

Surplus/(Defisit) Rp. (36.589.534.202,46,-)

3. Pembiayaan Daerah:
a. Penerimaan Daerah Rp. 36.589.534.202,46,-
b. Pengeluaran Daerah Rp. 0,00,-

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 36.589.534.202,46,-

Sisa lebih pembiayaan anggaran
tahun berkenaan Rp. 0,00,-

Pasal 2
Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Aceh Singkil Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil
Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih
lanjut dalam Lampiran II, Lampiran Ill, Lampiran IV dan Lampiran V
Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh
Singkil Tahun Anggaran 2017 yang ditetapkan dalam peraturan ini
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja
perangkat kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal % Januari 2017

/AAPIL BUPATI ACEH SINGKIL, %

—

SEKRETARIS DAERAH KABUPATE?z.\

Diundangkan di Singkil
pada tanggal % Januari 2017

_f ACEH SIN

BERITA DA H KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2017 NOMOR. %?%.b






